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PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN 

BANGKA BELITUNG DALAM PENERTIBAN USAHA TAMBANG TIMAH 

TIDAK BERIZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG 

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT 

Devi Sapitri 

ABSTRAK 

 

Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan 

perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta 

menyelenggarakan pelindungan masyarakat, peranan Satpol PP sangat penting 

dalam penertiban tambang timah tidak berizin yang mengganggu ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat namun masih banyak tambang timah tidak berizin 

yang melakukan penambangan dilokasi yang dilarang sehingga merusak fasilitas 

umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan dari 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban terhadap pertambangan 

timah tidak berizin dan kendala Satpol PP dalam melakukan penertiban tambang 

timah tidak berizin. 

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer 

sebagai data utama berupa wawancara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan 

data sekunder sebagai sumber data pendukung. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan penelusuran studi lapangan melalui wawancara dan studi 

kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan penertiban usaha tambang 

timah tidak berizin yang melanggar Pasal 43 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam perannya Satpol PP 

melakukan kegiatan terdiri dari membentuk satgas tambang timah ilegal Bangka 

Belitung, melakukan patroli dan razia terhadap tambang tambang timah berizin 

yang melanggar Perda serta menggangu masyarakat dan merusak fasilitas umum 

dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 

melakukan tugas penertiban tambang timah tidak berizin tersebut terdapat beberapa 

kendala yaitu kurang sumber daya manusia PPNS Satpol PP, kurangnya koordinasi 

dengan aparat penegak hukum lain, kendala pelaku tambang timah tidak berizin 

menolak dilakukan penertiban.  

Kata Kunci: Satpol PP, Usaha Tambang Timah Tidak Berizin, Ketertiban Umum 

dan Ketentraman Masyarakat  
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THE ROLE OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN THE BANGKA 

BELITUNG ISLANDS PROVINCE IN ILLEGAL TIN MINING BUSINESS 

CONTROL BASED ON BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE 

REGIONAL REGULATION NUMBER 17 OF 2016 CONCERNING 

PUBLIC ORDER AND COMMUNITY PEACE 

Devi Sapitri 

ABSTRACT 

Article 255 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional 

Government mentions "The Civil Service Police Unit was formed to enforce 

regional and local regulations, realize public order and community peace, as well 

as provide community protection”. The role of the Civil Service Police Unit (Satpol 

PP) is essential in controlling illegal tin mining which disturbs public order and 

community peace, but there are still many illegal tin mines that carry out mining in 

prohibited locations, thereby damaging public facilities. This research aims to 

identify the role of the Civil Service Police Unit in controlling illegal tin mining 

and their obstacles while controlling illegal tin mining. 

This empirical juridical research uses primary data as the main data in the form 

of interviews. Besides that, this research also uses secondary data as a supporting 

data source. The data were collected by conducting field studies through interviews 

and literature study which were analyzed qualitatively and described in a 

descriptive form. 

The research results show that the role of the Civil Service Police Unit in the 

Bangka Belitung Islands Province in controlling illegal tin mining businesses 

violated Article 43 paragraph (1) letter a and letter b of the Bangka Belitung Islands 

Province Regional Regulation Number 17 of 2016 concerning Public Order and 

Community Peace. While doing their role, the Civil Service Police Unit carried out 

activities, consisting of forming task forces for Bangka Belitung illegal tin mining, 

carrying out patrols, and raids on illegal tin mining violating the regional regulation, 

disturbing the community, and damaging public facilities. The obstacles faced by 

the Civil Service Police Unit in the Bangka Belitung Islands Province in controlling 

illegal tin mining businesses were the lack of human resources from PPNS Satpol 

PP, the lack of coordination with other law enforcement apparatus, and the illegal 

tin mining actors refused to be controlled. 

Keywords: Civil Service Police Unit, Illegal Tin Mining Businesses, Public Order 

and Community Pea
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